DEMOKRASI DAN BELA NEGARA
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UNGAN DEMOKRASI & BELA NEGARA

DEMOKRASI BELA NEGARA

Kebebasan Individu Kewajiban Individu Trhdp Negara
(Menekankan Hak) (Menekankan Kewajiban)

* Kebebasan * Disiplin/Rela Berkorban
* Persamaan * Semangat Juang / Militansi
* Keadilan * Patriotisme/Nasionalisme

 Semakin Rendah Tingkat Bela Negara, Maka Semakin Sulit
Terciptanya Demokrasi, Malah / Justru Menimbulkn

 Semakin Tinggi Tingkat Bela Negara, Maka Semakin Mudah
Terciptanya Demokrasi, Sehingga Akan Lahir




DEMOKRASI




Hakekat Demokrasi

1.Etimologis : “Demos” &

“Kratos / Kratein”,
2.Demos : Rakyat, Kratos
Kekuasaan. p
3.Kekuasaan di tangan
Rakyat / kekuasaan rakyat.
o .

1.Abraham Lincoln : “Dari
Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk
Rakyat”.

M2 edaulatan  Rakyat  /

"Rakyat Yang Berdaulat.

¥ Bakal
Fani Kuno.

2d0€mokrasi Yang Dianut adlh
2.Diadaptasi oleh MU PBB #¥Demokrasi Langsung,

One State One Vote”. ‘ Prinsipl @ Berdsrkan suara Mayoritas
3.DIm Dunia Modern Menjadi @ Nilai Warga / Rakyat.

One People One Vote” 3.Demokrasi : Voting : Suara
Terbanyak / Kuantitas

. . Demokrasi di
1.Prinsip Voting : *One Man

One Vote”.




Dari Demokrasi

Langsung Menjadi
Demokrasi Tdk
Langsung

Praktek Demokrasi
Saat Ini Adlh
Demokrasi
Perwakilan.
Kepentingan Rakyat
Diwakilkan Oleh
Anggota Parlemen

Perubahan Pola
Demokrasi

- =

Dari Hak Pilih Kaum

Laki-Laki Diperluas
Menjadi Wanita &
Budak

Di Jaman Modern,
Semua Orng
Tanpa Terkecuali
Memiliki Hak Pilih
/ Hak Politik

Dari Negara Kota
(Polis) Menjadi
Negara Bangsa
(Nation State)

Demokrasi
Diterapkan DIm
Sistem Negara

Bangsa, Bkn Lagi

Negara Kota /
Polis




Jenis-Jenis Demokrasi

Di'Indonesia

Demokrasi Prosedural

Demokrasi

Demokrasi Substansial

Di Amerika Serikat
Aturan / prosedur politik uang /
money politic tdk banyak & td
gid, namun money politic sg
arjadi dim Pe

A

IDEMOKIAs ygi meEReEKankn
Pdl proesedur, SOE " Eretap,
atUllidn, scneguldst:

SELdP onngl /& Elit /4 PEjadat
[GKE akdn meldnggr Akm
mengknianat Aturan
GEMOKIAs! JIka  didatasi: elen

atulidn /- Prosedur/ reguiasi.

Demokrasi yg menekankn pd
budaya, mentalitas, moralitas,
kultur manusia.

Sebagus apapun prosedur /
requlasi dibuat, pasti akan dicari
celah kelemahan aturan trsbt
oleh orng / elit/ pejabat.

Yg diperlukn adlh membangun
jiwa manusia / elit / pejabat shg
tanpa aturan pun, pasti akan
mengikuti etika emokrasi.



Relasi Monarki, Oligarki, & Demokrasi

Monarki

Pmrinthn
Oleh
SATU (1)
Orng

Umumnya DIm Sistem
Kerajaan, ada tp tdk

bany ngga,ra'
itini

[P\

\

g el

[ TATIV) VR )8 7\ AV s

Pmrthn
Oleh
BEBERAP/
SGELINTIR
Orng

Umumnya dim sistem yg
otoriter / totaliter, jarang
negara ini menganu!

sistem inl/

Demokrasi

Pmrthn
0][]y
BANYAK

Paling banyak dianut
bagian besar




Plato Tidak Setuju Dengan
Demokrasi,

Demokrasi Melelahkan,

__PLATORS

| Republik

Menjadi Mimpi Buruk
Dalam Sistem
Pemerintahan di
dunia”

Demokrasi Mahal Harganya.

 Demokrasi bisa1
mengarah pada
gerombolan
'mafia’ pemuas
hasrat sesaat.

e Demokrasi

dikuasai pandir /
Orng Bodoh [/

Bebal yang

nanya pintar

beretorika.
 Demokrasi

mengarah pada
intrik pertikaianJ



Plato mengsulkn Filosof / Brahmana atau Raja / kesatria
utk menjadi pemimpin negara

i hnr Filosof / Brahmana tlh
wl%% N mencapai taraf :
A ‘;—1 h 3 “NIHILISME KEPENTINGAN”
g e

| S

“Pemimpin harus sdh selesai dengan kepentingan dirinya sendiri”
“Pemimpin idealnya sdh tdk memiliki urusan / permasalahan perut”
“Pemimpin sebaiknya sudah berakhir dengan urusan duniawi”

.
“Tdk Amanah Jika Pemimpin Msh

Berurusan Dengan Urusan Perut /
Materi / Duniawi”

“Demokrasi melahirkan anarki”



Perang Dingin dimenangkan oleh
Blok Barat, Blok AS, Blok
Liberalisme-Kapitalisme

Pasca Perang Dingin, Demokrasi
Liberal dan Ideologi Kapitalisme

menjadi “The Winner” Francis Fukuyama

Demokrasi Liberal adlh hasil dari “seleksi
alam” stlh mengalami pergulatan dgn
sosialisme komunisme

[ T RANCIS.FUKUYAMA
B

“Demokrasi Liberal Dengan Senyawa - )
Ideologi Kapitalisme Akan Dianut Oleh | KAPITALISME

DEMOKRASI LIBERAL

Seluruh Negara Di Dunia” ®




The Q Jalan Pertama :
Third b—* “Jalur
Tesa : Way Sosialisme”

Sosialisme — C
Komunisme Zt
The Renewal of
Anti Tesa : LSS Bl Jalan Kedua :
Liberalisme — Th s ON@Y “Jalur
Kapitalisme € Liberalisme”

Sintesa : Way

Demokrasi Sosial /
Social Democracy

Jalan Ketiga
Pembaruan Demokrasi Sosial

Jalan Ketiga :
“Jalur Demokrasi
Sosial”




Cowinner of the 1962 Grawemoyer Award
for ideas improving World Order

Samuel P
Huntington

THE
THIRD
WAVE

DEMOCRATIZATION IN THE
LATE TWENTIETH CENTURY

GEI.OMBANG
RATASAS!

pmﬂiu’u it .
nsolida ukdn‘ i demokrasi.

My ron Weiner, \“T

Gelombang
Demokrasi Pertama
(1820-AN — 1918)

Gelombang
Demokrasi Kedua
(1945 - 1962)

Gelombang
Demokrasi Ketiga
(1974 — Skrng)

Revolusi Perancis
dan Revolusi
Amerika Serikat

Jerman, Jepang,
Italia, Korea,
Yunani, Turki,
Austria

* Yunani, Spanyol,
Portugal, Brasil,
Argentina.

* Taiwan, Philipina,
Afrika Selatan.

* Negara - NegaraEks
Uni Soviet

“Demokrasi seperti gelombang lautan yg menyapu belahan

dunia / negara-negara di kawasan”

“Demokrasi laksana gelombang ombak yg bisa pasang surut

/ naik turun / tinggi rendah”



Demokrasi Di Kawasan Arab / Arab Spring

DEMONSTRASI '
GULINGKAN

6 PEMIMPIN ARAB

Pemimpin dari enam negara
anggota Liga Arab lengser dari
jabatannya dalam 10 tahun terakhir.
Mereka digulingkan dari jabatannya
setelah demonstrasi rakyat

yang menghendaki reformasl.
Empat pemimpin di antaranya
lengser dalam fenomena yang kerap
dijulukl Arab Spring pada 201.

2010 -AN |

REPUBLIKA .
- ® Fenomena Aral;.Sprmg
£ Abldize Ben All RES 21— tumbangnya 5a
Telama hampir 2 tonun oja  Abdullah Saleh melepaskan . melahirkn
meninggalkan takhtanya jabatannya setelah demonstrasi rezim
Setatah deraitiastdl berlangsung selama tiga bulan. t ran i i
seluruh penjuru Tunisia smpabpeil o otoriter yg Ketakutan ansis
201 pemberontak Houthl, men uj u
Presiden Mesir Husni Tal e . berkuasa Negara-

unaur i n a i 0

m’;ﬁmm A':g:el:zlz Bo::erﬂlka puluhan Negara Arab demOkraSI
Februarl, Mubarak berkuasa mg"‘ngf‘"’“rh t A ki
solama 30 tahun. b!wn-mamll,u"uu:mﬂ- tahun monarki / atau Anharki
201 b ook iz
r : n 2 m. un. °
ot b s o kerajaan gy
Sreigiits i s on trhdp
setelah ditangkap oposisi, tahun mm:'r::t::

bt i gelombang

memasukkan Sudan sebagai o

negara pendukung terorisme. Arab Spring

/Nur Aini | Mantiah



Demokrasi : Alat Atau Tujuan

Pertanyaan Besarnya Adalah :

Ada Pengaruh Antara Demokrasi dan Kesejat

ALAT DEMOKRASI TUJUAN

 Demokrasi adalah Alat, Bukan Tujuan.

* Tujuan dari Negara adalah Kesejahteraan.
* Untuk Mencapai kesejahteraan, diperlukan alat (salah

satunya) Demokrasi.




AMARTYA SEN

RAM DEFIOKRASI

Ketika Negara Ketika Negara

Msh Miskin / Sdh Maju /
Melarat, Kaya,

Fokuslah Ke Fokuslah Ke

Pemb Ekonomi Pemb Politik

(Ksejahteraan) (Demokrasi)

Sen : “Seharusnya, Tidak Ada Bencana Kelaparan Yang Muncul Di
Negara-negara Yang Demokratis Dan Memiliki Pers Bebas”

“Jangan Berbicara Demokrasi Dalam Perut Kosong”

“Demokrasi Masih Menjadi Barang
Mahal Bagi Kaum Miskin”

“Demokrasi Sulit diterapkan Dalam Kondisi
Negara Yg Miskin”



Kritik Terhadap Demokrasi

Dalam
’ Prakteknya, Secara Riel, Demokrasi
: Demokrasi Melelahkan, Berpotensi
Mahal Menimbulkan Anarki

Menekankan
Kuantitas / Jumlah

Kritik
Demokrasi

Mengabaikan
Kualitas / Mutu

Orng yg memiliki uang,
popularitas, kekayaan yg
akan menang dim kompetisi

demokrasi

Orng yg jujur & bermoral,
namun miskin / tdk ada
modal, tdk bisa menang dim
kompetisi demokrasi

A
; ;
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Demokrasi Dalam Pilkades, Pilkada, & Pilpres

Silahkan Cermati, Masihkah Kita Menginginkan Demokrasi Langsung...

Pendekatan

eronom O | (G \'S S Folor

Demokrasi

Pilkades, Pilkada, Pilpres Scr Langsung
mrpkn pembaorosan.

APBD Pilkades : 65 Juta - 100 Juta.

APBD Pilkada Kab / Kota: 20 M - 60 M.
APBD Pilkada Prop : 100 M — 1 Triliun
APBN Pilpres : 25 Triliun

Ini Blm pengeluaran pribadi masing-
masing calon utk tim sukses, rental partai,
alat peraga kampanye, dil, yg besarnya
puluhan bahkan ratusan milyar per calon.
Hanya memilih 1 atau 2 pemimpin saja,
membutuhkn biaya mahal, blm tentu jg
calon terpilin berkualitas / sesuai keinginan
rakyat.

Lebih baik Pilkada & Pilpres melalui cara
tdk langsung / MPR dan DPRD.

Pendekatan

Demokrasi

Meski mengeluarkn biaya banyak,
itulah demokrasi, jalan yg disepakati
sjk reformasi.

Kedaulatan ditangn rakyat shg rakyat
yg hrs memilih pimpinannya scr
langsung dim Pilkada & Pilpres.
Memang mahal, shg dikatakan
bahwa “demokrasi itu mahal”.
Memang melelahkan, krn demokrasi
bnyk tahapan / prosedurnya.
Bahkan, demokrasi dim Pilkada &
Pilpres scr langsung berpotensi
anarki dan kekacauan sosial.

Itulah harga yg hrs dibayar ketika kita
memilih jalur / jalan demokrasi.



SEJARAH PILPRES TIDAK LANGSUNG

Ord e L EL
LIEL
Lama Langsung
Pemilihan
Ord € Tidak
Baru Langsung
Orde Pemilihan
Reformasi Tidak

Langsung




Orde Reformasi

Pilpres 2004 J Pilpres 2009 R Pilpres 2014 | Pilpres 2019




K INDONESIA
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Bacharuddin Jusuf Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Soekamoputri  Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo

(Mei 195 Okt 1999 CORL 199 < il 2000 ul 01 - Okt 2008) (Rt 2004 - Ukt 014) (ORS, 2N 4-scharang

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

’ ' 'y
¥ 3 ° vry M a v ~ . E
Mohammad Hatta Hamengku Adam Malik Umar Sudharmono I'ry Sutrisno Bacharuddin Megawati Hamza h Haz M. Jusuf Kalla Boediono M. Jusuf Kalla
AR IS « Des. 195 Buwono IX Mar, 1598 - Mar 198 Wirahadikusumah Mar 1985 - Mae 199 Mar. 1993 - Mar 1958 ) ke 2 % 2004 Ot 200w ST O AL 2008 » sebanaryg)

Jusuf Habibie Soekarnoputri

* Dalam Perspektif Sipil-Militer, hanya 2 Presiden Ri
vang berasal dari “MILITER”. Selebihnya, 5 Presiden
Rl berasal dari “SIPIL”.

* Selanjutnya, Wapres Rl dari “MILITER” hanya 3
orang, Wapres dari “SIPIL” 8 orang.




Demokrasi : “Perspektif Teori Elektabilitas”

Disadur\,\g_ alam Teori Elektabilitas Versi David Morgan
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Materialitas

“Uang Bukan

“Logika Tanpa
< ae Segala-galanya,
Logistik Diplesetkan Mnjd : Tapi Segala-
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Mahalnya Demokrasi di Indonesia

* llustrasi Biaya Saksi Dalam Pilkada, Utk
Menunjukan Mahalnya Biaya Dalam Pilkada, Pileg,

dan Pilpres.
* Ini Baru Biaya Saksi, belum “mahar politik®, tim

sukses. biava kam




Indeks - IDI dinilai berdasarkan 3 Aspek, 11 Variabel, |NDEKS DEMUKRASI |NDUNESIA (Im)
nemnKIaSI dan 28 Indikator. 20 ]B

n 0n.s a Dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir,

nilai IDI fluktuatif. Pada tahun 2017, nilai IDI naik Rert s Sttt Mo S8/ L 29 ek 2018
menjadi 72,11. Angka tersebut masih masuk
ke dalam katagori sedang. ‘ ‘
72 39 Meskgun meninglat
! dibandingkan tahun 207,

“]I 20 18 104 2016 masih herada pada

kilegor sedang

73.04 72.82 72.11

67.30 — 70.09 2
63.17 - 6263 937

| 2.02 POIN
2009 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KEHEBASM M!KHN: % lEMBﬁBA
ASPEK SPL POLITIK OEMDKRASH
Aspek Kebebasan Berpendapat 7 8.7 5 € NAIK 2.30 POIN |D| ) 78.46 65,79 75,25

6 dari 10 Indikator mengalami peningkatan. Meskipun
) meningkat, Indikator 4 (Ancaman/penggunaan kekerasan
oleh masyarakat yang menghambat kebebasan
berpendapat) tetap dalam kategori Buruk, yaitu 51.47,
Iebetosn g
Aspek Hak-Hak Politik §6.63 € TURUN 3.48 POIN ey {1 VARIABEL IDI

2 dari 7 Indikator mengalami peningkatan. Namun, ”“""“ 0 It Y Mash i3 el
o berkategort buruk pada tahun 2018

y Vebaheydin yiltu variabel Partisipasi Politik
dakam Pengambilan Keputusan

’. Indikator 15 (Persentase Perempuan Terpilih Terhadap
Total Anggota DPRD Provinsi) dan Indikator 16 Bk
(Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan) tetap P

£y

S dalam kategori Buruk, yaitu 57,31 dan 29,22

dan Pengawasan (54,28), Peran

Aspek Lembaga Demokrasi 7 2 .49 € NAIK 10.44 POIN — e — DPRD (58,92), dan vriabel Peran

8 dari 11 Indikator mengalami peningkatan. Namun, Birokras! Pemerintah Daerah

‘ Indikator 21 (Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD), 155,74

Indikator 22 (Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif), dan RO o et il
ﬂ Indikator 26 (Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pt e bk

Pemerintah Daerah) tetap dalam kategori Buruk, yaitu vk g i o b e

44.90, 17,23, dan 38.72. RE snompusar sramsr

\

= 1017 =8 2018

SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK - BERITA RESMI STATISTIK NO. 69/@8/TH. XXI, 15 AGUSTUS 2018



el Democracy Index 2018

-

Full democracy
W 2.0-100
M 8.0-899

Flawed democracy
7.0-799
6.0-6299

Hybrid regime
5.0-599

40-499

Authoritarian regime
i 3.0-399

I 2.0-299

Il O- 199

No data L

THESE ARE THE TOP 20 MOST DEMOCRATIC ‘
COUNTRIES IN THE WORLD, 2018 Ceowortd Magazine

Soging

v

Source: The Economist Intelligence Unit.

Country Population Country Population

1. Norway 5.258 million 11. Netherlands 17.08 million
2. lceland 5.503 million 12. Luxembourg 0.62 Million

3. Sweden 9.995 million 13. Germany 82.79 million
4. New Zealand 4.794 million 14. United Kingdom 66.02 million
5. Denmark 5.77 million 15. Uruguay 3.457 million
6. Canada 36.71 million 16. Austria 8.773 million
6. Ireland 4.784 million 17. Mauritius 1.265 million
8. Finland 5.503 million 18. Malta 0.48 Million

9. Australia 24 .6 million 19. Spain 46.57 million
10. Switzerland 8.42 million 20. Costa Rica 4.906 million

Source

CEOWORLD magazine, EIL's Daemocracy Index 2018
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~ LIMAUNSURDASARBELANEGARA | /
; ' | /
: 1
> CINTATANAH AR - Dasar Hukum Bela Negara
> KESADARAN BERBANGSA DAN V=
BERNEGARA. | X |
> YAKIN AKAN PANCASILA SEBAGAI N Pembukaan UUD 1945 alinea IV:
; IDEOLOGI NEGARA. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah
> RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA | Garahlndonesi
3 DAN NEGARA. + Pasal27 ayat(3); " Setiap warga negara berhak dan wajlb Kut
> MEMILIKI KEMAMPUAN AWALBELA Serta dalam Upaya pembelaan negara
NEGARA & v Pasal 30 ayat (1) dan (2) ang menyatakan ," bahwas sefiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan

iri=ciri P . melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Ciri-ciri Patriotisme : oleh TNI dan Kepolsian sebagai komponen utama,dan rakyat
& Cinta tanah air sebagal kekuatan pendukung
@ Rela berkorban untuk kepentingan bangsa + UUNO 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Bela
dan negara ne%_ara bukan semata mata kewajiban TNI karena harus
@ Menempatkan persatuan dan kesatuan melibatkan pula rakyat sebagai komponen cadangan dan
: ‘diatas kepentingan pribadi dan komponen pendukung

+ PERMENDAGRI No.38 Tahun 2011 Pedoman Peningkatan
Kesadaran Bela Negara Di Daerah
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REFPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA TAHUN 2018-2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyelaraskan dan memaniapkan upaya Sela Negara menjadi
lebih sistematis, terstrukiur, tersiandardisasi, dan
menginstruksikan

masif, dengan Inl

Kepada 1. Para Menteri Kabinet Kerja
2, Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
a Panglima Tentara Nasional Indonesia;
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara;
Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembags Negara;
Para Gubernur, dan
10. Para Bupati/Wallkota
Untuk
PERTAMA Melaksanakan Rencana Aksl Nasional Bela Negara Tahun 2018
2019 yang terdini dan 3 (tiga) tahap, sebagai berilkut;
Tahap Sosialisasi, Harmonisasi, Sinkronisasl, Koordinasi, dan
Evaluasi;
Tahup Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara; dan
i Tahup Aksl CGernkan,

dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi

Progiden 1o

AN BH A NS EANR

LUTARA FERIRA AR BT X N CALN

LAMPIRAN INPR

Pengaturan secara Makro Aksi,
Pelaksana dan Indikator keberhasilan

Tahapan RANBelneg:

e Tahap Sosialisasi, Koordinasi,

Sinkronisasi d a n Evaluasi

e Tahap Intemalisasi Nilai2 Dasar Bela
Negara

e Tahap Aksi Gerakan (Aksi
Implementatif dalam
mengatasi ancaman faktual
dan potensial di tiap Gatra)



g’ \? Terjaminnya Keselamatan
X & KONSEPSI AKSI NASIONAI: BELANEGARA & Kelangsungan Hidup

Bangsa & NKRI
Terkawalnya Upaya

\ Mencapai Cita-cita
AkSIN : RFS | Sibyek Lembaga & Tujuan Negara
1 NASiona 4 . . .
[ / Pemda Terwujudnya Situasi
Belneg / Pemangku Kepentingan Bermasyarakat,
s — N / Terkait Berbangsa & Bernegara
v Yang Kondusif.
Koordinasi, .
/ Harmonisas, Kementerian, / ( [ PENDDKAN:
Sinkronisasi Lembaga, Pemda, Formal
.......... Pemangku I Nonformal
Kepenti
et Metode TAHAP AKS| GERAKAN BELA
e Zogs conve NEGATA
INTERNALISASI: o B, e berdasarkan spektrumancaman
Nasional, Ikian Yarmas, DLL tiap gatra: Demo Geo SKA-LH I-Pol-
Ek-Sosbud+Tek-Hankam

Pejabat Penyelenggara
\ Negara
ASN Personel TNI& PENANAMAN N“-Alz
\ " Poli DASAR
\ BELANEGARA :
Masyarakat . _
\ . Pendidikan Cinta Tanah Air .
\ Obye Kalangan Profesi & Bisnis Bemegara
4-0 \ + Setia Ideologi Pancasia
0'9 N\ * RelaBerkorban
N \ Demi Bangsa&
W, ~ Negal'?k- )
Ry A « Memiliki kemampuan
O,

iy




DINAMIKA PEMBAHASAN
UU PSDN

1. Memerlukan waktu s.d. 17 1.Mnimbulkn Pro &
Tahun. _H o A Kontra

2.Sulit Masuk Prolegnas & __ onstelasi 2.LSM & NGO Mengkritisi
Berganti-ganti Anggota DPRF™ Publik #

shg berlarut-larut F~“WmMenolak.
s 3.Menjadi wacana publik

setia. dibahas

1.Disepakati dan Disetujui

oleh DPR pada tgl 26 Sept CBadI’ RUU Komduk,
2019. _4RUU Belneg

2.Rapat Paripurna dihadiri 2.Mnjd Dasar
-Rap P [adir  ppgesahan oh I
oleh Menhan RI, Ryamizard". Pelaksanaan Belneg
Ryacudu N 3.Mnjd Dasar Pelatihan

Dasar Kemiliteran



Pasal 4 UU PSDN

1. Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan
Pertahanan Negara.

2. Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya bela negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
melalui:

a. pendidikan kewarganegaraan;

b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional
Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
d. pengabdian sesuai dengan profesi.




Pasal 5 UU PSDN

. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk
pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.

. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara
sebagai calon Komponen Cadangan.

. Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk
pembentukan calon Komponen Cadangan.

. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan mengenai pembentukan Komponen Cadangan.




PENDEKATAN BELNEG : “KONSENSUS NASIONAL”

UUD NRI 1945 B  KONSTITUSI NEGARA

NKRI B) BENTUK NEGARA

BHINEKA TUNGGAL IKA » SEMBOYAN NEGARA



Indonesia
Berdaulat Secara
Politik

nilai-nilai
kejuangan,
kebangsaan,
nasionalisme,
patriotisme, dan
bela negara

Aplikasi Bela Negara & Trisakti
Dalam Konteks Indonesia
Kekinian

- =

Indonesia
Berdikari Secara
Ekonomi

nilai-nilai inovasi,
kreasi, dan invensi
(penemuan baru)

Indonesia
Berkeperibadian
Secara Budaya

nilai-nilai toleransi,
gotong royong,
tenggang rasa,
humanis, protagonis,
sopan, santun, dan
simpatik




1. Menguatnya

materialisme

2.Maraknya tawuran, seks bebas,
narkoba, miras, & aksi

kriminalitas
3.Masy kehilangan jati diri
krisis karakter —

1.Lemahnya daya saing & etos

kerja

2.Lemahnya jiwa
kewirausahaan

3. Terbatas inovasi, kreasi,
invensi

4.BIm siap hadapi kompetisi
global (free trade, free
market, MEA 2015)

individualisme,
konsumerisme, hedonisme,

dan

1.Rentan Terprovokasi Oleh Ideologi

Asing

2.Rawan Terpengaruh Liberalisme-
Kapitalisme, Sosialisme
Komunisme, Paham Radikal
Keagamaan

. 3MPancasila dianggap Jadul / Kuno /
Klasik / Kurang Hidup

INDONESIA

» Masy Terkotak?2 DIim
" Kepentingan Politik Praktis
2. Tuntutan / Aspirasi Masy
ditunggangi Kepentingan
Tertentu

SCR EKONOMI 3.Masy mudah Dimobilisasi
| y Utk Kepentingan Elit
. - Tertentu



MENGAPA PERLU “BELNEG"?

WAWASAN “KEGLOBALAN"

* MEMUIJA RADIKALISME

* MENGIKUTI FANATISME

* TERBUAI RADIKALISME

* TERBELENGGU
FUNDAMENTALISME

* TERJEBAK TERORISME

POTRET

MDA LUNTURNYA NILAI
YANG « NASIONALISME
INTOLERAN DI e PATRIOTISME
GLOBALISASI « MENGUATNYA

PRIMORDIALISME
* MENGUATNYA XENOPHOBIA
* SEMANGAT ETNISITAS
* SENTIMEN KESUKUAN

- v ' « BERTINDAK RASIS I



RELASI INTOLERANSI & PERSATUAN BANGSA

PERSATUAN &
KESATUAN
BANGSA

PENCEGAHAN KERUKUNAN
INTOLERANSI UMAT BERAGAMA

OUTCOME
R
V3
*Semakin pencegahan intoleransi, maka semakin
kerukunan umat beragama & semakin persatuan & kesatuan
bangsa.
*Semakin pencegahan intoleransi, maka semakin

kerukunan umat beragama & semakin persatuan & kesatuan bangsa.




RELASI INTOLERANSI, RADIKALISME &
~ TERORISME

Intoleransi ' Radikalisme Terorisme

kan Intoleransi dapat berpotensi menyebabkan
<u radikal.
<u radikal dapat mengarah pada terciptanya aksi

*Aksi Teror mengganggu
= *Terganggunya kerukunan umat beragama mengancam
¢ persatuan & kesatuan bangsa.



Memahami Intoleransi,
Radikalisme & Terorisme

- =

Intoleransi Radikalisme

) . Suatu gerakan
Sikap & perilaku yg melal(lgcukan

tdk mentolerir perubahan secara
trhdp perbedaan & cepat melalui
krng mnghargai cara kekerasan.

keberagaman

Terorisme

Serangan terkoordinasi
yg melukai &
membunuh melalui
cara2 kekerasan dgn
tujuan politis &
menyita perhatian
publik




Perspektif
Lintas Agama

Nilai-Nilai
Keagamaan, Religi
& Dialoque of
Civilizations

Pencegahan Intoleransi
Dilihat Dari 3 Perspektif

- =

Perspektif
Kearifan Lokal

nilai-nilai budaya,
kultur, sosial,
lokalitas, adat
istiadat

Perspektif
Belneg

Nilai-Nilai
Nasionalisme,
Patriotisme, Cinta
Tanah Air




BELA NEGARA SEBAGAI PENANGKAL INTOLERAN

Program Pendidikan &
Pelatihan Bela Negara

Komunitas Birokrasi
Bisnis Pemerinthn

= = = =

Diberikan kpd

Siswa/Mhs Ormas /LSM

Dilakukan di Pelatihan belneg semua masy Ditujukn pada
SRR SCrrutinkpd pengusaha, aparat PNS /
pe.ndldlkan, baik pengurus & komunitas ASN baik di
di TK, SD, SMP, anggota Ormas, ..
SMA, perguruan LSM, Tomasy, bisnis, CEO, & K_/ L maupun
tinggi, pesantren, Toga, Todat, Tkh semua pelaku di Pemda Prop
dll Pemuda, dlI usaha / Kab / Kota

Indonesia



* Mata Kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan

e Muatan : Nilai2 revolusi Mental,
Belneg, Wasbang

* Metode Sosialisasi, Pemahaman,
Keteladanan, Diskusi, Dialog,
Interaktif, Outing, Kunjungan Obyek
Tertentu

* Cara Penyampaian : Bahasa Yg Mudah
Dicerna, Mudah Dipahami, Hindari
Bahasa Yg Abstrak / Bahasa Dewa?2 yg

susah dicerna

Ekstra
Kurikuler

" * Kegiatan Organisasi Kesiswaan :

OSIS, Pramuka, PMR, dl|

*Materi : Pengenalan organisasi,
baris berbaris, pengenalan alam,
orientasi lingkungan, outbound.

* Fokus Mencintai sesama
manusia, tumbuh nasionalisme,
patriotisme, cinta tanah air

*Hasil : Bangga Menjadi Warga
Negara Indonesia (WNI)




* Penanaman Nilai2 Belneg Saat

* Penanaman Nilai2 Belneg Mhs mengikuti MK Pendidikan * Penanaman Nilai2  revolusi

mental & Belneg setelah mhs
ujian skripsi / sebelum wisuda

Ketika Pelajar Slesai lkuti Pancasila & Kewarganegaraan
i i SAP, GBPP, Modul harus

UN {Ujian Nasional) diarahkan bermuatan revolusi * Bentuk : Pembekalan &

mental, wasbang, dan belneg Sosialisasi Agr siap aplikasikan

Metode : Ceramah, Tanya Belneg di dunia kerja /

Jawab, Studi Kasus, Diskusi masyarakat

Kelompok,  Kunjungan  Ke * Tujuan : Refresh / Pengingat

* Penanaman Nilai2 Belneg
Ketika Calon Mhs
Mengikuti semacam Ospek

* Metode : Sosialisasi,

embekalan, enataran, _
P P Obyek Tertentu untuk selalu pegang nilai2

Outbound, dli Kunci Keberhasilan : Dosen hrs revolusi mental & Belneg

« Sifat : Dialogis, Interaktif, mampu jabarkan nilai2

Apliaktif, Bahasa Lugas, revolusi mental dan Belneg

Mudah Dicerna yang aplikatif terhadap prodi /
fak masing2 mhs

* OQutcome : Mhs berwawasan
kebangsaan & berkesadaran
bela negara




Kesiapan
Instrumental

Perlu Payung
Hkm :
UU Komcad,
UU Komduk,
UU Belneg,
UU Wanus

DPR & Pemer'}:\tah

sdh sahkan YU

PSDN, \ 2019

Bersifat Nasional,
Permanen, ada di Tuduhan Ingin
Pusat, Prop, Kalf/Kots

Kesiapan Kesiapan
Struktural Kultural

Perlu Lembaga :
Badan
Penanaman
Wawasan
Kebangsaan dan
Bela Negara
(BPWKBN)

Perlu Persepsi,
Dukungan, &
Bantuan :
Semua Masy,
Khususnya Masy
Sipil (Civil Society)

Jangan Sampai Ada

bali Ke Masa Lalu

’rb.a




APA SAJA KESIAPAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK
PENANAMAN NILAI-NILAI BELA NEGARA?

Perlu Kualitas
& Kompetensi :
Pendidik,
Pelatih, Trainer,
Instruktur

Prosentase Materi Non
Fisik Pd Diklat Belneg hrs
proporsional dgn Materi

Fisik

Perlu Komitmen
Penganggaran :
Alokasi APBN &
APBD Untuk
Membiayai
Penylnggaraan
Belneg

Pemerintah & DPR,
baik di Pem Pus &
Pemda Prop, Kab,

Kota

Perlu Kelengkapan
: Sarpras, Logistik,
Alsus, Alkung,
Mess, Tempat
Latihan, sarana
outbound, dll

Utk Sementara
menggunakan
fasilitas TNI, Polri,
Pemda



KOORDINASI

SINKRONISASI

SINERGI

INDEKSASI

Menyatukan persepsi & menyamakan pandangan

antar K/L negara dim memahami, menghayati,
menjiwai, & menerapkan Belneg shg satu persepsi &
satu pandangan

Menyelaraskan / mengharmonisasikan Materi &
kurikulum pendidikan & pelatihan (Diklat) Bela
Negara Yang Bersifat Nasional, Standar, Terukur,
Aplikabel, & Workabel

Menyusun, mensinergikan & mengimplementasikan
Rencana Aksi Nasional Bela Negara (RAN Belneg)
baik di pusat maupun di daerah sehingga menjadi
gerakan yg massif, luas, sistematis, & berkelanjutan

Menyusun Indeks Bela Negara (IBN), dengan
indikator yg disepakati, shg setiap thn pemerintah
dpt mengukur & menetpkn IBN setiap propinsi,
kab/kota di seluruh Indonesia




https://agussubagyo1978.wordpress.com
HP : 08121 40 4745




Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si

Komplek Tirta Kencana Blok C No 7

JIn Pasantren Cibabat Cimahi

Phone / fax : (022) 6612003

HP : 081 21 4047 45

Email : subagyo1978@mail.com
subagyoeti@yahoo.com.au

Facebook : agus subagyo

Twitter :subagyoagus

Instagram: agussubagyo1978

Blog :www.agussubagyo1978.wordpress.com faCEbOOk
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